BAB IV
PENUTUP
4.1 Simpulan
Berangkat dari hasil analisis terhadap pertanyaan penelitian di atas, terdapat beberapa hal yang

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat dua pola dan modus TPPO dengan wilayah transit Kabupaten Nunukan yang
memiliki karakteristik terkait dengan PMI dan kondisi geografis perbatasan, yakni : 1). Pola
dan modus korban yang berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. 2.) Pola dan modus korban
yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kedua pola dan modus TPPO tersebut memiliki kesamaan:
calo perkerut menipu PMI dengan janji pekerjaan yang layak dan upah yang tinggi, serta
eksploitasi dijalankan melalui metode jeratan hutang. Sedangkan perbedaannya: 1) Daerah asal
dari korban, rute perpindahan, dan transportasi. 2) ‘Pintu’ masuk awal untuk merekrut korban.

3) Doktrin kebohongan calo kepada korban. 4). Transit dan kode sandi komunikasi tersendiri.

2. Penegakan hukum kasus TPPO serta penanganan, dan pendampingan korban TPPO di
Kabupaten Nunukan belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan, 1). Satreskrim Polres
Nunukan belum menyediakan tempat khusus pemeriksaan untuk saksi dan/atau korban TPPO,
serta masih melanggar beberapa ketentuan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban TPPO.
Hal ini tidak sesuai Perkapolri No.3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan
Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban TPPO. 2). Gugus Tugas, meskipun
telah maksimal memberikan beberapa pelayanan, namun belum memaksimalkan upaya
bantuan hukum dan advokasi yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. 3). Unit
BP2MI hanya menjalankan tugas sebagaimana UU Perlindungan dan Penempatan PMI, namun
tidak menangani PMI sebagai korban TPPO, karena beranggapan belum pernah terjadi TPPO

di Nunukan.

3. Terjadinya ketimpangan antara kasus-kasus yang ada di lapangan dan yang diselesaikan
hingga tahap pengadilan dikarenakan beberapa hal, diantaranya: 1. Tumpang tindih konsep dan
Undang-undang terkait TPPO, penyelundupan manusia, dan tindak pidana terkait dengan
penempatan PMI. 2. Kesenjangan persepsi antar instansi mengenai konsep TPPO, khususnya
Unit BP2MI Nunukan yang memandang belum pernah terjadi kasus TPPO di Nunukan karena
selama ini tidak ada penyekapan, PMI dibiayai gratis oleh calo, dan PMI tidak merasa sebagai
korban. 3. Hambatan Kepolisian dalam mengusut tuntas kasus, diantaranya: korban yang

didoktrin oleh Calo agar berbohong, koordinasi antara lembaga yang kurang maksimal, dan
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para pelaku memakai metode jaringan terputus tidak saling mengenal. 4. Perbedaan yurisdiksi
antar negara, hal ini sebenarnya bermuara pada kurang maksimalnya kerjasama antara
Kepolisian Indonesia dan Malaysia untuk mengusut tuntas kasus TPPO padahal telah tersedia
sejumlah perangkat hukum transnasional. 5. Akses bantuan hukum dan advokasi untuk saksi
dan/atau korban TPPO belum tersedia dan belum maksimal diupayakan, ditunjukan dengan
belum adanya kerjasama Gugus Tugas dengan lembaga bantuan hukum, dan kurang

persuasifnya Gugus Tugas dalam mengupayakan agar korban mau kasusnya diproses hukum.

4.2 Saran

1. Kepolisian Resor Kabupaten Nunukan

Dibutuhkan kebaharuan Kepolisian dalam mengenali pola dan modus TPPO khususnya dengan
wilayah transit Kabupaten Nunukan. Karena selain pola dan modus tradisional dengan korban
asal Sulawesi Selatan, ditemukan pola dan modus yang ‘baru’ dalam melancarkan kejahatan
TPPO mengingat perkembangan teknologi daring yang semakin pesat dan kondisi geografis
wilayah Kalimantan yang luas. Selain itu, dalam hal pemeriksaan saksi dan/atau korban
seharusnya Polres Nunukan membangun ruang khusus pemeriksaan bagi saksi dan/atau korban
dengan tata cara pemeriksaan yang sejalan dengan No.3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban TPPO. Ditambah
juga dengan peningkatan kapasitas bagi penyidik agar dalam hal memeriksa saksi dan/atau
korban tidak lagi menggunakan cara-cara yang mengancam dan menekan. Dan terakhir adalah
pro-aktif, dan memaksimalkan perangkat MLA untuk melakukan kerjasama dengan Kepolisian

Sabah, Malaysia Timur dalam pengusutan kasus-kasus TPPO yang melibatkan kedua negara.
2. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO Kabupaten Nunukan

Gugus Tugas sesegera mungkin menjalin kerjasama dan memaksimalkan pelayanan bantuan
hukum dan advokasi bagi saksi dan/atau korban. Hal tersebut harus segera mungkin dilakukan
demi lancarnya pemenuhan hak-hak atas keadilan bagi saksi dan/atau korban TPPO di
Kabupaten Nunukan. Di samping itu, Gugus Tugas juga harus meningkatkan kapasitas
anggotanya khususnya dalam hal melakukan pendekatan persuasif kepada saksi dan/atau

korban dan memberikan informasi yang menyeluruh mengenai hak-hak bantuan hukum.
3. Unit BP2MI Kabupaten Nunukan
Unit BP2MI sudah semestinya meningkatkan kapasitasnya mengenai konsep TPPO, agar tidak

keliru memahami konsep TPPO hingga berdampak pada kurang maksimalnya penanganan
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korban TPPO. Selain itu Unit BP2MI Kabupaten Nunukan juga harusnya tidak bekerja hanya
berdasarkan UU Penempatan dan Perlindungan PMI maupun UU Ketenagakerjaan, mengingat
ada irisan yang erat PMI dengan TPPO maka harusnya juga mengacu pada UU Pencegahan
TPPO.

4. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat harus memperbanyak pelatihan mengenai pembedaan konsep TPPO dengan
penyelundupan manusia, dan tindak pidana terkait penempatan dan perlindungan PMI
khususnya instansi-instansi yang menjadi garda terdepan penanganan kasus TPPO seperti di
daerah perbatasan. Selain itu juga memberikan pelatihan penanganan korban yang lebih
maksimal. Ditambah lagi harusnya bersama dengan pemerintah Malaysia, bekerja sama
memperbaiki sistem migrasi agar lebih aman, dan menghilangkan atau setidaknya

meminimalisir potensi lahirnya kejahatan TPPO.

Penelitian ini dapat dilanjutkan perkembangannya, seperti beberapa hal berikut ini:
mengidentifikasi kemungkinan adanya pola dan modus lainnya, melihat perspektif aparat
penegak hukum lain seperti Jaksa dan Hakim dalam menangani masalah TPPO, melihat peran
masyarakat sipil dalam penanganan korban TPPO, atau terakhir tentang kaitan dari moda
produksi kapitalisme, pasar bebas, dan globalisasi terhadap kejahatan TPPO, pelaku, penegak

hukum, dan korban.
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